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ABSTRACT

Sesaat lagi ASEAN akan memasuki babak baru dan bersejarah dengan pelaksanaan integrasi ekonomi kawasan dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Menjelang dilaksanakannya MEA, permasalahan berkaitan dengan arus perpindahan penduduk, atau migrasi, muncul sebagai akibat dari kekhawatiran pelaksanaan kebijakan dibukanya pasar tenaga kerja di kawasan. Migrasi merupakan konsekuensi wajar dari upaya-upaya individu untuk mendapatkan penghidupan yang lebih layak. Hal ini terjadi sebagai akibat dari ketimpangan perekonomian antar negara-negara di ASEAN. Pembukaan pasar tenaga kerja secara resmi ditujukan bagi tenaga kerja profesional, namun tidak ada jaminan bahwa tenaga kerja semi-profesional atau bahkan yang tidak terampil sekalipun tidak akan menjadi bagian dari arus migrasi internasional di kawasan. Kritikan muncul sebagai akibat dari kurangnya kebijakan kawasan untuk mengatasi masalah migrasi dan tenaga kerja. Masalah migrasi dan tenaga kerja muncul sebagai akibat dari perbedaan-perbedaan kemampuan individu yang berasal dari negara dan kebudayaan yang berbeda, dengan tingkat pendidikan dan kemampuan yang berbeda pula. Makalah ini akan membahas mengenai permasalahan yang muncul terkait adanya migrasi tenaga kerja di kawasan ASEAN. Permasalahan tersebut kemudian akan dilihat sebagai awal dari kemungkinan munculnya konsep “Citizens of The Region” di ASEAN. Konsep “Citizens of The Region” tersebut merupakan salah satu alternatif upaya Regionalism from Below untuk mengatasi permasalahan kebijakan migrasi dan tenaga kerja di kawasan ASEAN.
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A. INTRODUCTION

Pada akhir 2015, ASEAN akan memberlakukan suatu integrasi ekonomi regional yang disebut Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community). Masyarakat Ekonomi ASEAN diharapkan untuk membangun pasar tunggal dan basis produksi di wilayah ASEAN. Dengan tenaga kerja secara keseluruhan ASEAN lebih dari 300 juta orang, MEA akan memiliki implikasi yang kuat dalam hal migrasi tenaga kerja dan pengembangan sumber daya manusia. Dengan mempromosikan keuntungan efisiensi dan transformasi struktural, MEA akan menggeser permintaan keterampilan tenaga kerja di seluruh negara-negara anggota dan pada berbagai sektor ekonomi (Capanelli, 2014). Pemberlakuan kerangka integrasi ekonomi regional ini akan memiliki beberapa dampak. Beberapa dampak dari MEA pada pasar tenaga kerja akan dapat dirasakan di dalam dan di luar ASEAN, antara lain adalah meningkatnya konektivitas regional melalui pengembangan infrastruktur, fasilitasi perdagangan yang lebih menyeluruh, dan munculnya berbagai macam perjanjian bersama (MRA) pada keterampilan dan kualifikasi dan mobilitas tenaga kerja (International Labour Organization dan Asian Development Bank, 2014). 

Akibat dari meningkatnya konektivitas regional dan integrasi ekonomi di kawasan ASEAN adalah terjadinya migrasi tenaga kerja yang diperkirakan akan meningkat, baik di dalam kawasan ASEAN dan dengan seluruh dunia. Peningkatan arus migrasi tenaga kerja memiliki dampak yang negatif bagi stabilitas kawasan. Untuk meminimalisir dampak tersebut dibutuhkan suatu kebijakan migrasi yang bersifat regional dan menyeluruh. Hingga saat ini, ASEAN belum memiliki kerangka kebijakan migrasi regional dan sedang dalam tahap perencanaan. Seperti halnya proses pengambilan keputusan lainnya, kebijakan migrasi regional di kawasan ASEAN dipersiapkan dengan menggunakan perspektif top-down. Tulisan ini akan membahas mengenai konsep Citizens of the Region sebagai alternatif regionalism (regionalism from below) yang bertujuan untuk menciptakan suatu kebijakan migrasi regional yang bersifat bottom-up.

B. GLOBALISASI TENAGA KERJA
Perpindahan penduduk adalah elemen paling penting dalam upaya untuk menciptakan suatu pasar tunggal, atu dengan kata lain, integrasi ekonomi (Margheritis dan Hummel, 2010). Penduduk yang melakukan perpindahan, atau dalam hal ini sering disebut dengan migrasi adalah konsekuensi yang tidak terelakkan dari bebasnya sirkulasi mode produksi yang dibutuhkan dalam perekonomian (Nathan, 2007). Dalam pelaksanaannya, migrasi yang dilandasi oleh kepentingan ekonomi seringkali mengalami berbagai macam permasalahan, utamanya disebabkan karena meningkatnya jumlah persaingan tenaga kerja sementara jumlah lapangan pekerjaan tidak mengalami peningkatan (Hepburn, 2010). Pasar tunggal yang berusaha diciptakan adalah merupakan upaya membentuk suatu kawasan atau regionalisme. Permasalahan migrasi yang banyak terjadi dalam suatu regionalisme terjadi karena kurangnya kerjasama internasional yang mengatur perpindahan penduduk dan tidak adanya harmonisasi kebijakan migrasi antara negara yang satu dengan yang lain dalam satu kawasan yang disebabkan karena negara-negara tidak bersedia mendelegasikan kedaulatannya pada institusi regional. 

Ana Margheritis dan William Hummel (2010) mengatakan bahwa dalam integrasi ekonomi yang sudah maju dan terinstitusionalisasi dengan baik, harmonisasi kebijakan sangat diperlukan dan ini merupakan indikator adanya hubungan yang erat antara kebijakan migrasi dengan kebijakan ekonomi regional. Penciptaan kebijakan ekonomi regional seringkali tidak linier dengan penciptaan kebijakan migrasi regional. Diharapkan dengan adanya kebijakan migrasi regional, maka permasalahan migrasi yang timbul karena integrasi ekonomi regional bisa diminimalisir. Salah satu kawasan dengan integrasi ekonomi regional yang paling berhasil adalah Uni Eropa, namun dalam Uni Eropa sekalipun belum terdapat kebijakan migrasi regional (Margheritis dan Hummel, 2010). Kebijakan migrasi regional merupakan salah satu faktor pendukung kebijakan ekonomi regional. Berbagai macam permasalahan migrasi regional yang terjadi di Uni Eropa disebabkan karena beberapa hal, yang bersifat ekonomi diantaranya adalah upaya untuk mendapatkan pendapatan yang lebih besar di negara lain. Menjelang dilaksanakannya Masyarakat Ekonomi ASEAN pada akhir tahun 2015, hal ini juga yang menjadi ketakutan sejumlah negara besar di ASEAN.

Dengan dilaksanakannya MEA, maka perubahan struktural akan mengalami percepatan dan hal ini memiliki kemungkinan menciptakan peluang baru dan tantangan yang dapat memberikan keuntungan bagi perekonomian negara-negara anggota ASEAN sebanyak tujuh persen pada 2025 (International Labour Organization dan Asian Development Bank, 2014). Namun sayangnya, distribusi keuntungan ini tidak akan seimbang antara negara-negara anggota ASEAN, sektor perekonomian, kelompok keterampilan atau gender. Secara keseluruhan, sekitar 14 juta pekerjaan tambahan bisa dihasilkan pada tahun 2025, tetapi pekerjaan akan dihasilkan pada beberapa sektor industri, sementara pada beberapa sektor industri lainnya akan menghilang. Negara-negara Anggota ASEAN perlu untuk mengatasi permasalahan yang ada dari pengangguran, informalitas dan kualitas pekerjaan yang buruk sementara secara bersamaan menghadapi tantangan muncul dari kerjasama regional yang lebih dekat dan integrasi (Departemen Luar Negeri RI, 2009).
Terdapat beberapa negara yang akan diprediksi akan mendapatkan keuntungan produktivitas yang signifikan. Di Kamboja, Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Thailand dan Vietnam, misalnya, produktivitas tiap pekerja mencapai dua kali lipat dibandingkan dengan produktivitas di beberapa negara ASEAN lainnya. Hal ini akan membantu Kamboja, Laos, Myanmar and Vietnam untuck dapat bersaing di pasar global melalui produktivitas yang lebih tinggi dengan dasar upah rendah. Namun tenaga kerja yang banyak dimiliki oleh Indonesia, Laos, Kamboja, Myanmar dan Vietnam ini adalah tenaga kerja non formal dengan tingkat keterampilan dan tingkat pendidikan rendah. Hal ini berbanding terbalik dengan tenaga kerja Malaysia dan Thailand yang cenderung memiliki tingkat keterampilan dan tingkat pendidikan menengah, namun dengan produktivitas di bawah tenaga kerja Indonesia, Laos, Kamboja, Myanmar dan Vietnam. Kondisi ini tentu akan memberikan ancaman bagi pasar tenaga kerja domestik di Malaysia dan Thailand. Arus perpindahan tenaga kerja akan didorong terutama oleh kesenjangan demografi dan ekonomi antar negara-negara anggota ASEAN. Arus perpindahan kemudian akan terjadi pada sektor ekonomi dengan tingkat keterampilan yang rendah dan menengah, terutama di bidang manufaktur, konstruksi, perikanan, dan pekerjaan rumah tangga (International Labour Organization dan Asian Development Bank, 2014). 

Pada prinsipnya, langkah-langkah untuk membebaskan arus perpindahan tenaga kerja terampil dalam MEA dapat menyebabkan keuntungan yang signifikan. Dengan diberlakukannya MEA, maka akan terjadi percepatan permintaan untuk pekerja terampil. Integrasi regional memiliki peluang besar untuk penciptaan kemakmuran bersama, tetapi bila tidak dikendalikan dengan baik maka akan dapat menimbulkan ketidaksetaraan. Diperlukan adanya suatu kebijakan yang komprehensif dan selaras antara kebijakan integrasi ekonomi regional dan kebijakan migrasi regional (Margheritis dan Hummel 2010).
C. KEBIJAKAN INTEGRASI EKONOMI REGIONAL ASEAN
Untuk mempersiapkan integrasi ekonomi regional, ASEAN telah mempersiapkan beberapa kebijakan ekonomi regional (Departemen Perdagangan RI, t.t). Kebijakan tersebut meliputi, yang pertama, kebijakan industri dan sektoral. Kebijakan ini berfungsi untuk memfasilitasi pergeseran ke arah sektor produktivitas yang lebih tinggi, dan diversifikasi kerja di bidang manufaktur. Kebijakan untuk sektor ini membutuhkan kebijakan industri dan sektoral yang dirancang dengan baik yang terkoordinasi dan dikembangkan bersama-sama dengan pekerjaan dan kebijakan keterampilan. Yang kedua adalah kebijakan pendidikan dan pelatihan. Dengan terjadinya pergeseran nilai tambah industri yang tinggi, diperlukan keunggulan akademik dalam ilmu pengetahuan, teknologi, teknik dan matematika. Pekerja perlu dilengkapi dengan keterampilan untuk pekerjaan saat ini dan pada masa yang akan datang, sehingga memiliki kapasitas untuk beradaptasi dengan persyaratan yang cepat berubah. Yang ketiga adalah kebijakan perlindungan sosial yang efektif dan kebijakan pasar tenaga kerja lainnya yang dapat membantu mengurangi biaya penyesuaian perubahan struktural dan mengatasi informalitas, terutama untuk kelompok yang rentan pada ancaman masuknya tenaga kerja asing. 

Yang keempat adalah kebijakan untuk usaha kecil menengah. Memaksimalkan manfaat integrasi regional akan berarti membuka potensi perusahaan kecil dan menengah dengan memperkuat produktivitas dan daya saing perusahaan perusahaan tersebut melalui manajemen yang baik dan peningkatan prosedur administrasi praktek ketenagakerjaan, akses ke keuangan dan pengembangan fasilitas bisnis, kemitraan dengan perusahaan yang lebih besar, dan integrasi ke dalam ekonomi formal. Yang terakhir adalah kebijakan investasi infrastruktur. Infrastruktur yang lebih baik akan membantu mempercepat konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah dan secara bersamaan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Ini akan mempersempit kesenjangan pembangunan antara dan dalam negara anggota ASEAN dengan memfasilitasi perdagangan, membangun rantai pasokan dan mengembangkan jaringan keuangan, yang pada gilirannya dapat mendorong produktivitas yang lebih tinggi. 

Dalam kaitannya untuk mempersiapkan arus perpindahan tenaga kerja, ASEAN ingin memastikan bahwa keuntungan ekonomi akan dapat menghasilkan kemakmuran bersama dengan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Agar peningkatan produktivitas dapat terjadi secara seimbang, maka dilakukan upaya-upaya antara lain adalah penguatan jaringan upah produktivitas, peningkatan peluang untuk kualitas pekerjaan yang lebih baik, mempromosikan kesetaraan gender, dan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja migran. Menyadari potensi MEA untuk pekerjaan dan kemajuan sosial yang lebih baik, maka diperlukan kerjasama kemitraan yang baik antara pemerintah, pekerja dan pemilik modal, Mekanisme kerjasama regional dan bilateral dapat mempromosikan pertukaran pengetahuan dan bantuan teknis, dan pada akhirnya diharapkan dapat menciptakan kebijakan yang terbaik bagi seluruh negara anggota ASEAN (International Labour Organization dan Asian Development Bank, 2014).

Kebijakan integrasi ekonomi regional di ASEAN sudah dipersiapkan dengan dibuatnya berbagai macam kebijakan integrasi ekonomi yang komprehensif yang ditujukan untuk peningkatan produktivitas bersama. Namun kebijakan ekonomi regional ini dinilai belum mampu meyakinkan negara-negara anggota ASEAN akan ancaman masuknya tenaga kerja dengan keterampilan rendah dan tingkat pendidikan yang rendah ke dalam negara-negara dengan lapangan pekerjaan yang lebih banyak. Maka dari itu dapat dilihat bahwa kebijakan ekonomi regional saja tidak cukup dalam suatu kawasan yang tengah mengusahakan integrasi ekonomi 
D. PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN MIGRASI REGIONAL
Dalam hal integrasi ekonomi regional, kepentingan yang saling bertentangan antar negara anggota adalah permasalahan yang sangat serius. Agar dapat berhasil, suatu integrasi ekonomi membutuhkan kesediaan masing-masing negara anggota untuk membuka sektor ekonomi pada bebasnya arus perputaran modal dan moda produksi, dalam hal ini utamanya adalah tenaga kerja. Sementara pada saat yang bersamaan, arus perpindahan tenaga kerja merupakan masalah serius bagi negara-negara dengan jumlah tenaga kerja yang besar namun jumlah lapangan kerja terbatas. Arus tenaga kerja migran dinilai dapt memberikan ancaman bagi besaran upah dan kepentingan tenaga kerja lokal. Namun di sisi lain, pelarangan arus perpindahan tenaga kerja seringkali dilihat sebagai upaya untuk membatasi kebebasan hak asasi manusia dalam usaha memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Permasalahan ini merupakan permasalahan klasik dari pembahasan mengenai pentingnya kebijakan migrasi regional dalam suatu kawasan dengan ekonomi yang terintegrasi.

Kebijakan migrasi regional berbeda dengan kebijakan migrasi nasional namun cenderung memiliki persamaan dilihat dari sisi efektivitas keduanya. Perbedaan terbesar terletak pada proses pembentukannya. Kebijakan migrasi nasional disusun oleh perangkat pengambil keputusan negara, dengan kepala negara sebagai pengambil keputusan tertinggi. Sedangkan kebijakan migrasi regional disusun oleh institusi regional dengan pertimbangan dari negara-negara anggota sesuai dengan tujuan kolektif. Terlepas dari perbedaan ini, ternyata kebijakan migrasi nasional dan regional memiliki efektivitas yang sama. Dalam beberapa penelitian, diketahui bahwa ternyata kebijakan migrasi nasional dan regional dinilai tidak cukup efektif dalam membatasi arus perpindahan penduduk (Czaika dan De Haas, 2013).

   Tidak efektifnya kebijakan migrasi nasional dan regional disebabkan karena tidak sesuainya tujuan yang dicita-citakan dari dibentuknya kebijakan migrasi dengan tujuan yang sesungguhnya dari kebijakan migrasi tersebut (Czaika dan De Haas, 2013). Selain itu, kebijakan migrasi nasional, seperti kebanyakan kebijakan lainnya, selalu dihadapkan pada perbedaan dan persaingan kepentingan antar aktor pembuat kebijakan. Pertentangan antar kepentingan ini menyebabkan sulitnya identifikasi tujuan yang ingin dicapai dari kebijakan migrasi nasional tersebut. Dalam tingkat regional, kebijakan migrasi juga mengalami hal yang sama dengan banyaknya kepentingan yang saling bertentangan. Aktor pengambil keputusan institusi regional kemudian dituntut untuk dapat mengakomodasi kepentingan negara-negara anggota sementara pada saat yang bersamaan dituntut untuk mempromosikan kemajuan kawasan.

Proses pembuatan kebijakan migrasi regional adalah sebuah proses pembuatan kebijakan yang rumit dan sensitif karena berhubungan dengan masalah kedaulatan negara dan merupakan area yurisdiksi yang bersinggungan antara negara dengan institusi regional. Tata kelola kebijakan migrasi hampir selalu dilihat dari sudut pandang negara dengan perspektif top-down (Rother dan Piper, 2014). Hal ini menyebabkan kebijakan migrasi dilihat sebagai tanggung jawab negara untuk menyediakan kerangka perlindungan bagi warga negaranya, sementara pada saat yang bersamaan, negara dituntut untuk memberikan dukungan penuh pada upaya integrasi ekonomi regional. Perspektif top-down melihat bahwa upaya pembuatan kebijakan migrasi, sama dengan pembuatan kebijakan luar negeri lainnya, adalah proses high politics yang hanya melibatkan elit-elit politik sehingga seringkali gagal mengakomodasi kepentingan warga negara. Baik yang melakukan migrasi ataupun tidak.

Banyaknya permasalahan terkait migrasi yang terjadi pada beberapa institusi regional menjadi ketakutan tersendiri bagi negara-negara anggota ASEAN menjelang pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Pentingnya suatu kebijakan migrasi regional yang sudah lama menjadi pusat perhatian beberapa institusi regional, seperti Uni Eropa dan MERCOSUR, ternyata tidak menjadi pembelajaran bagi ASEAN (Rother dan Piper, 2014). Stefan Rother dan Nicola Piper (2014) melihat bahwa fenomena minimnya perhatian institusi regional, dalam hal ini ASEAN, dan juga pemerintah negara-negara anggota ASEAN akan pentingnya kebijakan migrasi regional sebagai suatu hal yang mengejutkan. Hal ini dapat terjadi mengingat seringnya sosialisasi yang dilakukan oleh Organisasi Migrasi Internasional (International Organization for Migration) pada institusi-institusi regional di kawasan Selatan.
E. CITIZENS OF THE REGION DAN REGIONALISM FROM BELOW DI ASEAN
Fenomena minimnya perhatian dari elit politik negara maupun kawasan ini kemudian dilihat sebagai jalan masuk pada pentingnya upaya penciptaan regionalisme dari bawah (Regionalism from Below). Upaya regionalism from below adalah upaya alternatif menciptakan suatu badan atau perangkat dalam institusi regionalisme melalui mekanisme bottom-up. Mekanisme bottom-up dalam pembentukan kebijakan migrasi regional ini melihat bahwa, secara metodologi, upaya pembentukan kebijakan memiliki kerangka di luar kerangka nasionalisme yang melihat negara sebagai aktor utama dalam politik global (Margheritis dan Hummel, 2010 ; Rother dan Piper, 2014). Dengan menggunakan kerangka ini, maka diharapkan proses perkembangan pembentukan kebijakan akan menjadi lebih dinamis.

Sistem pembuatan kebijakan yang bersifat top-down terbukti mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah ini dan mengalami kesulitan dalam merumuskan suatu kebijakan migrasi regional yang dapat mengatasi berbagai macam permasalahan yang timbul akibat migrasi dalam sistem ekonomi yang terintegrasi. Kritikan muncul saat elit politik institusi regional dinilai tidak cukup terlibat dalam upaya penyelesaian masalah-masalah migrasi sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak mencerminkan kebutuhan, bukan hanya negara anggota, namun bahkan warga negara dari negara anggota yang merupakan satuan terkecil dari institusi regional (Rother dan Piper, 2014). Sistem top-down dilihat hanya akan memberikan keuntungan pada sebagian aktor-aktor yang berkepentingan dalam institusi regional yang terlibat pada proses pengambilan keputusan.

Hal inilah yang kemudian dilihat sebagai peluang munculnya sistem pembuatan kebijakan alternatif yang bersifat bottom-up. Sistem bottom-up dinilai memiliki kelebihan, yakni memiliki potensi demokratisasi yang lebih besar dengan keterlibatan transnational civil society dan aktivitas-aktivitas kerjasama regional dari jaringan-jaringan pemerhati migrasi. Keterlibatan civil society dalam upaya pembuatan kebijakan migrasi regional diharapkan dapat mengakomodasi kepentingan warga negara sebagai satuan terkecil dalam suatu kawasan. Seperti yang dikatakan oleh William Easterly, civil society memiliki kelebihan karena keterlibatannya langsung dalam masyarakat sehingga civil society dapat lebih tepat mengidentifikasikan kebutuhan masyarakat dan kepentingan untuk diperjuangkan dalam sistem pengambilan keputusan (Easterly, 2006).

Dalam suatu kawasan dan pada upaya-upaya integrasi regional, permasalahan mengenai migrasi menimbulkan interpretasi ganda pada kedudukan warga negara (citizens). Warga negara yang semula dilihat sebagai bagian eksklusif suatu negara, dengan tanggung jawab dan haknya sebagai komunitas politik suatu negara, kemudian mengalami pergeseran seiring dengan hilangnya batas negara dalam integrasi regional (Hepburn, 2010). Hal ini membutuhkan adanya suatu konseptualisasi ulang pada definisi warga negara itu sendiri. Kawasan kemudian dilihat sebagai suatu wadah identitas yang baru (Hepburn, 2010). Migrasi internasional dalam suatu kawasan memunculkan pertanyaan akan keberlangsungan budaya dan identitas regional dan mendorong penciptaan pemahaman baru akan keanggotaan regional. Pada akhirnya, proses migrasi itu sendiri yang akan menentukan batasan-batasan kewarganegaraan (citizenship).

 Konsep Citizens of the Region adalah konsep kewarganegaraan yang melihat bahwa warga negara suatu negara adalah juga warga negara regional karena memiliki hak-hak regional, partisipasi regional dan keanggotaan regional (Hepburn, 2010). Konsep ini muncul dari konsekuensi meningkatnya identitas dan kesetiaan warga negara pada institusi regional yang disebabkan dengan berubahnya nilai-nilai sosial dan kesejahteraan yang sebelumnya menjadi tanggung jawab negara (Hepburn, 2010). Proses migrasi yang memisahkan individu menjadi warga negara dan orang asing kemudian diubah menjadi suatu kelompok integrasi warga negara yang satu di bawah satu institusi regional. Integrasi inilah yang kemudian memiliki kecenderungan menghasilkan suatu bentuk kebudayaan baru, yakni budaya regional.

Dengan adanya konsep citizens of the region ini, maka muncullah suatu bentuk jaringan transnational civil society baru yang didasarkan pada kesamaan identitas, hak dan partisipasi regional. Konsep ini diharapkan dapat menjadi alternatif dalam pembentukan regionalism dan kebijakan-kebijakan pada tingkat regional. Citizens of the Region yang merupakan kumpulan dari warga negara berbagai negara dinilai mampu memberikan masukan-masukan yang lebih komprehensif dalam penyusunan suatu kebijakan regional, terutama kebijakan migrasi regional.


Pemberlakuan MEA pada akhir tahun 2015 dilihat sebagai momentum yang tepat untuk menyusun suatu kebijakan migrasi regional yang dapat meminimalisir dampak negatif dari arus perpindahan tenaga kerja. Faktor demografi yang relatif sama diharapkan akan dapat menjadi keuntungan tersendiri dalam mendukung penerapan konsep citizens of the region di ASEAN.  Proses penciptaan identitas bersama di kawasan ASEAN bukanlah cita-cita yang jauh dari kenyataan, karena kesamaan suku bangsa dan ras antar negara di kawasan ASEAN. Selain itu, tingkat keterampilan dan pendidikan masyarakat di kawasan ASEAN juga relatif hampir sama. Kesamaan-kesamaan ini, ditambah dengan kemunculan berbagai macam jaringan pemerhati permasalahan migrasi di kawasan ASEAN, seperti International Organization for Migration, memberikan peluang yang besar bagi terciptanya suatu proses pengambilan keputusan kebijakan migrasi regional yang lebih terdemokratisasi dan menyeluruh.


Meskipun terdiri dari suku bangsa dan ras yang hampir sama, dengan tingkat demografi yang relatif sama, namun negara-negara anggota ASEAN memiliki tingkat ekonomi yang berbeda (Prasetyo, t.t). Sebagian besar anggota ASEAN, seperti Myanmar, Laos, Vietnam dan Kamboja memiliki tingkat ekonomi yang rendah dengan sektor perekonomian yang lebih tradisional. Beberapa negara seperti Indonesia, Thailand, Filipina dan Malaysia memiliki tingkat ekonomi menengah dengan sektor perekonomian campuran. Sementara Singapura memiliki tingkat perekonomian tinggi dengan sektor perekonomian yang mengutamakan industri. Perbedaan tingkat ekonomi dan sektor perekonomian ini dapat memberikan tantangan pada upaya integrasi ekonomi regional. Dari sini jugalah muncul ketakutan dan ancaman akan masuknya tenaga kerja murah ke negara-negara industri dengan tenaga kerja dengan upah yang lebih tinggi. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ini, sangat diperlukan suatu kerangka kebijakan migrasi regional yang berkesinambungan dengan kebijakan integrasi ekonomi regional di ASEAN.
F. KESIMPULAN
Mendekati akhir tahun 2015, kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community) akan segera diberlakukan. Pemberlakuan kerangka integrasi ekonomi regional ini memiliki kemungkinan menimbulkan berbagai macam permasalahan migrasi terkait dengan arus perpindahan tenaga kerja. Mayoritas negara ASEAN memiliki tingkat demografi yang sama akan menimbulkan berbagai macam permasalahan ketenagakerjaan, utamanya akan menimbulkan ancaman-ancaman dari sisi upah dan ketersediaan lapangan pekerjaan. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan adanya suatu kebijakan migrasi regional yang berfungsi untuk mengatur dan menjamin perpindahan arus tenaga kerja dengan baik. Hingga saat ini, belum ada kerangka kebijakan migrasi regional di ASEAN. Konsep Citizens of the Region dalam ASEAN diharapkan mampu menjadi salah satu solusi untuk membentuk suatu kebijakan migrasi regional yang bersifat bottom-up yang dapat mengakomodasi kepentingan warga negara sebagai anggota terkecil dari kawasan.
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